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ABSTRAK

Industri mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk meningkatkan
pendapatan nasional(Audretsch, 2018; Gradstein & Klemp, 2020; Lee & McKibbin, 2018).
Pelatihan pemahaman terkait perpajakan sangat dibutuhkan, data menunjukkan bahwa
kontribusi UMKM terhadap pajak sebesar 0,5% dari total penerimaan pajak, yang menunjukkan
bahwa tingkat ketaatan UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Tujuan
pengabddian ini adalah memberikan pemahaman dan pelatihan terkait Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013), dengan perubahan
PP 23 tahun 2018, dikeluarkan dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban
perpajakan secara sukarela (pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela). Peraturan
Pemerintah ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu. Peraturan
Pemerintah ini menerapkan model regime presumptive dalam pajak. Alternatif pemecahan
masalah dilakukan dengan mengadakan sosialisasi langsung terhadap para pelaku usaha
sehingga diharapkan pelaku usaha memiliki pengetahuan tentang ketentuan pajak bagi UMKM.
Peserta diberikan sosialisasi secara langsung secara individu dan kelompok dengan diberikan
beberapa materi diantaranya ketentuan pajak bagi UMKM, cara mendaftar tarif UMKM baru,
perhitungan PPH UMKM serta cara membayar pajak UMKM. Dimana hasil yang diharapkan para
pelaku usaha menjadi patuh pajak, yang mana akan berefek langsung bagi pendapatan daerah.

A. LATAR BELAKANG

Karekteristik UMKM dalam menjalankan usahanya mempunyai karakteristik bisnis sebagai
berikut(Muafi & Roostika, 2022; Prakash et al., 2021; Timotius, 2023): 1. Umumnya sektor usaha
kecil dan menengah memulai usahanya dengan modal sedikit dan keterampilan yang kurang dari
pendiri atau pemiliknya. 2. Terbatasnya sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk
membantu kelancaran usahanya, seperti dari kredit pemasok (supplier) dan pinjaman bank
ataupun dari bank yang ingin melayani pengusaha kecil dan menengah. 3. Kemampuan
memperoleh pinjaman kredit perbankan relatif rendah. Penyebabnya antara lain karena
kekurangmampuan untuk menyediakan jaminan, pembukuan, dan lain sebagainya. 4. Banyak
dari pelaku ekonomi UMKM belum mengerti pencatatan/akuntansi. Bagi mereka yang telah
menggunakan pencatatan keuangan, masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan
keuangan. 5. Umumnya sektor ekonomi UMKM kurang mampu membina hubungan dengan
perbankan. Kelemahan karakteristik ini disadari dan harus dilakukan perubahan agar UMKM bisa
naik kelas dan berdaya saing(Octasylva et al., 2022). Jika UMKM sudah mampu berdaya saing
maka bisa menjadi salah satu pilar pendapatan suatu daerah melalui pajak(Nurmilah et al.,
2022).
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Dewasa ini pelaksanaan proses pemungutan pajak masih mengalami banyak kendala khususnya
bagi usaha kecil yang masih memiliki pengetahuan yang minim terhadap peraturan perpajakan
di indonesia. Para pelaku usaha mikro membutuhkan pengetahuan dasar tentang
perpajakan(Kurniasi & Si, 2018; Palupi et al., 2023). Materi yang menunjang dan yang dibutuhkan
mengenai ketentuan pajak bagi UMKM, cara mendaftar tarif UMKM baru, perhitungan PPH
UMKM serta cara membayar pajak UMKM. Untuk mencari alternatif solusi pemecahan masalah
di atas, maka diadakan sosialisasi tentang perpajakan. Dengan tujuan untuk membekali
pengetahuan dalam hal ketentuan pajak bagi UMKM. Yang disesuaikan dengan peraturan baru
yaitu Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan
dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

B. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, dilaksanakan pada komunitas
UMKM kota Sukabumi yang bernama Sukabumi entrepreneur asosiation (SEA) di
Universitas muhammadiyah Sukabumi dengan jumlah peserta 100 orang. Kegiatan
yangdilaksanakan terdiri dari beberapa tahap sebagaimana tersaji dalam gambar 1
berikut.

Observasi & ForumGroup
Sosialisasi Discussion > Pelaksanaan
(FGD)

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Penjelasan dari setiap tahapan kegiatan tersebut adalah, sebagai berikut:
1. Observasi dan Sosialisasi

Kegiatan diawali dengan melakukan pengamatan langsung ke sekerariat SEA yang
berlokasi di Jalan kenari 2 Kota Sukabumi, serta mewawancarai para pengurus yang
tergabung didalamnya, termasuk dewan pengawas dalam hal ini Ketua KADIN Kota
Sukabumi.

2. Forum Group Discussion (FGD)

FGD dilakukan untuk melihat permasalahan yang ada dan akandiselesaikan dalam
kegiatan pengabdian ini. FGD dilakukan sebanyak 3 kali, yang pertama dengan para
pengurus dan yang kedua dengan seluruh anggota Sukabumi Entrepeneur Asosoation
dan yang ketiga dengan Badan Pengawas komunitas SEA

3. Pelaksanaan

Pada tahap ini dilaksanakan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas pemahaman UMKM terhadap pelaporan pajak dalam membantu
mengimplementasikan perencanaan pendapata daerah Kota Sukabumi
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tahap Observasi dan Sosialisasi

Tahapan pertama yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini diawali dengan
observasi langsung ke lokasi pengabdian selama beberapa hari. Observasi dilakukan
dengan cara wawancara secara mendalamterhadap Ketua, sekertaris, bendahara dan
beberapa anggota UMKM yang tergabung di SEA.

Selanjutnya dilakukan sosialisasi pada bulan Maret 2023, bertempat di Universitas
Muhammadiyah Sukabumi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan
pemahaman awal kepada seluruh Anggota tentang kegiatan pendampingan ini. Selain
itu dalam kegiatan ini disepakati juga waktu atau jadwal pelaksanaan kegiatan. Dalam
kegiatan observasi dan sosialisasi ini tidak ditemukan kendala karena seluruh peserta
sangat antusia dan sangat termotivasi dengan adanya pendampingan ini. Kegiatan
observasi dapat dilihat dalam gambar 2 berikut.

EF R ﬂiﬂ

Gambar 2. Observasi kepada Pengurus Sukabumi Entrepeneur Asociation

2. Forum Group Discussion (FGD)

Berdasarkan hasil observasi dan sosialisasi yang didapat lalu dijadikan bahasan untuk
menentukan solusi yang akan diberikan dalam bentuk pengabdian dosen Prodi
perpajakan, akuntansi dan manajemen kepada masyarakat. FGD dilaksanakan secara
offline dengan protocol kesehatan yang ketat yang diikuti oleh seluruh elemen yang
terlibat. Kegiatan FGD terlihat dalam gambar 3.

Pembahasan dalam FGD, diantaranya :

i Melihat kondisi dan permasalahan yang muncul karena rendahnya pemahaman
para pengurus terkait pelaporan pajak orang pribadi atau badan
ii. Banyaknya peraturan baru terkait perpajakan yang belum dipahami oleh seluruh
anggota SEA
iii.  Solusi yang diusulkan dalam menyikapi permasalahan tersebut, yakni dengan
memberikan pelatihan dan pendampingan terkait pemahaman peraturan,
pelaporan pajak dan penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat.
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iv.  Jadwal kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai september 2023,
untuk kepanitiaan dilakukan oleh pengurus SEA, sedangkan pemateri diambil
dari dosen perpajakan, akuntansi dan manajemen.. Tempat pelaksanakan
direncanakan ruang kelas dan laboratorium Auidt secara offline dengan protokol
kesehatan yang ketat

Gambar 3. FGD Pendamping (Dosen) dengan Pengurus Sukabumi Entrepeneur
asososiation (SEA)

Penguatan pemahaman UMKM terhadap perpajakan sangat diperlukan karena sebagai
dasar untuk menentukan PPh jika model standar regime yang berlaku diterapkan (A
Dharma et al., 2022; Matsumoto, 2022; Soeparyonol et al., 2022). Dengan kOI’ldiSi ini, UMKM akan kesulitan
mematuhi peraturan perpajakan dan tingkat kontribusi akan rendah. Bisnis kecil dan
menengah (UMKM) yang ingin mematuhi peraturan menghadapi kendala karena
mereka harus memenuhi ketentuan perpajakan lebih dari kemampuan mereka.
Pengenaan pajak ini menyebabkan munculnya kelompok yang memilih untuk
menghindari kewajiban dan menjalankan bisnis secara informal. Oleh karena itu,
pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan kontribusi adalah membantu dan
memudahkan UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pelaksanaan

Tahap selanjutnya setelah tahap observasi, sosialisasi dan FGD terlewati, yaitu tahapan
pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diprioritaskan bagi pengurus dan
Anggota SEA yang dipaparkan sebagai berikut:

a. Pelatihan Dasar tentang peraturan perpajakan di indonesia

Pelatihan ini telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik pada bulan Agustus 2023
dengan pembicara Risma Nurmilah dosen perpajakan. Pelatihan
dilaksanakan di laboratorium Audit UMMI dengan kapasitas 30 orang
per pertemuan. Pelatihan ini untuk pemahaman dasar terkait
peraturan perpajakan berlangsung selama 1 bulan dengan peserta
yvyang berbeda setiap sesinya.
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Gambar 4 Sosialisasi Peraturan Perpajakan No 23 Tahun 2018 Bagi UMKM

Kegiatan pelatihan ini menjawab permasalahan tentang peningkatan
pemahaman terkait peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk UMKM perubahan
peraturan dalam perpajakan sering terjadi, oleh karena itu mereka harus memahami
terkait semua perubahan itu terutama yang dapat memberikan kemudahan dan diskon
tarif. Kondisi yang terjadi perubahan yang disampikan kepada UMKM ketika ada
peraturan baru terkait perubahan no 46 tahun 2013 menjadi no 23 tahun 2018(SALINAN

PRES | DEN REPUBLIK INDONESIA, 2018) semua UMKM harus memahami hal ini. Berikut

perubahan peraturan yang disosialisasikan pada tabel ke 1

Tabel 1 Perbedaan PP no 46 tahun 2013 dan PP no 23 Tahun 2018

Perbedaan Peraturan Pemerintah No 46 | Peraturan Pemerintah No
Tahun 2013 23 Tahun 2018

Jenis penghasilan Dari usaha tidak termasuk | Dari usaha tidak termasuk
penghasilan dari jasa | penghasilan dari  jasa
sehubungan dengan pekerjaan | sehubungan dengan

Batasan omzet
Pengecualian usaha

Penggunaan PP
Tarif  pajak
berlaku

Dasar penerapan tarif

yang

Waktu
Sifat pembayaran

bebas

4,8 miliar per tahun

Usaha dagang dan atau jasa yang
memakai sarana atau prasarana
yang dapat dibongkar pasang
Wajib

1%

Masing masing total penghasilan
bruto suami dan istri

Tidak ada

Final

pekerjaan bebas

4,8 miliar per tahun
Tidak ada pengecualian

Pilihan
0,5%

Gabungan peredaraan
bruto suami dan istri

Tujuh tahun
Final
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b. Pelatihan Perhitungan PPH bagi UMKM

Kegiatan lanjutan dalam peningkatan pemahaman pajak bagi UMKM vyaitu dengan
melakukan perhitungan PPH bagi UMKM, dimana sebagai salah satu lembaga
kemasyarakatan harus paham akan perhitungan pajak bagi UMKM yang tertuang dalam
peraturan pemerintah no 23 tahun 2018.

Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan setelah kegiatan sosialisasi PP no 23 tahun 2018,
yaitu pada bulan agustus sebanyak 4 kali pertemuan. Pelatihan ini dilakukan di
laboratorium audit dengan selalu mentaati protocol kesehatan. Kegiatan ini dibuka
langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan seluruh peserta wajib menggunakan masker
serta duduk sendiri agar mengurangi interaksi dan setiap peserta bisa fokus terhadap
mater yang disampaikan

Narasumber pada kegiatan kali ini diisi oleh dosen akuntansi ibu Evi Martaseli Fakultas
Ekonomi UMMI. Materi yang disampaikan adalah tentang perhitungan PPh final Bagi
UMKM. Kegiatan ini berlangsung dengan baik seperti pada gambar Sberikut.

Gambar 5. Pelatihan Perhitungan PPH final bagi UMKM

Peserta kegiatan ini merupakan seluruh pengurus dan anggota Sukabumi Entrepreneur
Asosiation yang ada di Kota dan kabupaten sukabumi, dengan jumlah keseluruhan + 100
orang. Hampir mayoritas peserta adalah ibu ibu yang masih skala kecil usahanya
biasanya home industri. Semenjak SEA ini berdiri mereka memiliki kelemahan dalam
perhitungan pajak, karena kurang paham akan peraturan perpajakan yang berlaku.
Pelatihan ini sangat dinamis dengan banyaknya peserta yang bertanya kepada
narasumber mengenai beberapa hal terutama cara pembuatan NPWP, cara perhitungan
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PPH final serta cara melakukan perhitungan sederhana terkait laporan keuangan
terutama dalam meningkatkan pembukuan agar tercatat dengan baik.

Pemahaman terkait pajak ini harus tersampaikan dengan baik(Ananda et al., 2015;
Kalsum et al., 2022). Semua wajib pajak individu dan badan harus membayar PPh
Final.PPH Final dibuat berdasarkan PP 46/2013 untuk membuat penghitungan pajak
yang lebih mudah bagi bisnis kecil dan menengah (UKM) tanpa membutuhkan
pembukuan yang lengkap. Berdasarkan PP 23/2018, PPh Final UKM hanya dilaporkan
sekali setahun melalui SPT PPh Tahunan orang pribadi atau badan. Tarifnya dihitung
dengan mengjumlahkan semua penjualan bulanan kemudian dikalikan 0,5%.

c. Pendampingan

Keberhasilan program pengabdian masyarakat bergantung pada pendampingan(del Pilar
Lépez-Pefia, 2020; Matharu & Sinha, 2019; Muafi et al., 2023). Kegiatan pelatihan tidak
menjamin bahwa peserta atau khalayak sasaran dapat menerapkan pengetahuan yang
mereka peroleh secara langsung. Selain itu, ada banyak faktor yang dapat menghambat
penerapan materi pelatihan. Oleh karena itu, pendampingan terus-menerus sangat
penting untuk memastikan bahwa peserta pelatihan dapat menerapkan materi tersebut
dengan tepat dan sesuai dengan tujuan. Jika pengurus dan anggota mengalami kesulitan
atau hambatan dalam pelaksanaan materi pelatihan, kami akan bekerja sama untuk
menyelesaikannya. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan ini berlangsung hampir
sepenuhnya selama bulan September dan Oktober 2023. Karena tujuan akhir dari
kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk menerapkan seluruh materi
pelatihan.

PENUTUP

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan
pemahaman pelaku UMKM mengenai ketentuan pajak bagi UMKM meningkat dan Keterampilan
pelaku UMKM dalam perhitungan PPH UMKM meningkat terutama dalam menghitung
kewajiban yang harus dilaporkan. Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian pada
masyarakat ini, maka selanjutnya perlu Mengadakan sosialisasi serupa pada sasaran yang
berbeda dan jangkauan yang lebih luas dan adanya kesinambungan dan monitoring program
pasca kegiatan pengabdian ini sehingga para pelaku UMKM benar benar dapat mempraktekan
pelaporan pajak di Kota Sukabumi
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